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PRAKATA 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu Alaikum Wr.Wb 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, 

sehingga buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama telah 

selesai  disusun. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarganya,sahabatnya dan ummatnya 

Amin. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk 

menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan 

pembaca. 

Penulis menyadari bahwa buku ini sangat jauh dari 

sempurna baik bahasanya, sistematikanya begitupula materinya. 

Untuk itu mohon kritik, koreksi sumbang saran yang membangun 

dari semua pihak demi sempurnanya karya ini. 

Wassalam 

 

Parepare, 1 Desember 2022 

 

 

 

Penulis 
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Alhamdulillah, EXNX�\DQJ�EHUMXGXO�´+XNXP�$FDUD�3HUDGLODQ�

$JDPDµ� \DQJ� GLVXVXQ� ROHK� Bapak Saharuddin A. Tappu dan 

kawan-kawan dapat diterbitkan. Saya menyambut gembira atas 

kerja keras dan keseriusan penulis hingga dapat dilaksanakan 

penerbitan buku ini. Harapan saya, mudah-mudahan buku ini 

akan menambah khasanah keilmuan dan dapat dimanfaatkan 

secara optimal oleh para pembaca. Lebih dari itu penerbitan buku 

ini diharapkan menjadi spirit bagi para dosen untuk membuat 

tulisan-tulisan ilmiah dalam memperkaya khasanah keilmuan. 

Buku ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, saya 

memaklumi itu sepenuhnya, mengingat bahwa budaya menulis 

dalam arti yang sesungguhnya tidaklah mudah. Mudah-mudahan 

kelemahan dan kekurangan itu dapat diperbaiki pada masa yang 

akan datang seiring dengan kian meningkatnya perhatian kita 

terhadap dunia tulis karya ilmiah. Pada kesempatan ini saya patut 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas partisipasi 

penulis yang telah berupaya untuk menghasilkan karyanya 

sehingga buku ini dapat dibaca oleh khalayak umum. 

 

 

Rektor, 

 

 

 

Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H. 
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A. Kedudukan Peradilan Agama 

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Dapat Diadakan 

Pengkhususan Pengadilan, yaitu peradilan syariat Islam di 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

Peradilan agama terdiri atas: 

1. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat 

pertama yang berkedudukan di ibukota madya/kota dan 

daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, 

tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. 

2. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan 

tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi 

dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. 

Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan negara 

tertinggi dari keempat lingkungan peradilan, yaitu badan 

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha 

negara. MA merupakan peradilan pada tingkat terakhir oleh 

pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan 

di ibukota negeri RI, yaitu di Jakarta. Mahkamah Agung 

melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan 

dalam lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. 

KEDUDUKAN 
PERADILAN AGAMA 

DAN MAHKAMAH 
6<$5·,<$+ 
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A. Pengertian 

Secara jelas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa 

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi 

Agama. Sedangkan yang dimaksud dengan Peradilan adalah 

proses pemeriksaan perkara di pengadilan meliputi menerima, 

memeriksa dan memutuskan perkara dalam lingkungan 

pengadilan. 

Peradilan Agama berbeda dengan Peradilan Islam. 

Peradilan Islam adalah peradilan yang mengadili semua 

perkara yang berkaitan dengan ajaran Islam sehingga dapat 

dijelaskan bahwa Peradilan Agama bukan Peradilan Islam 

karena ruang lingkup perkara yang diadili terbatas, 

kompetensinya sesuai Pasal 1 butir (1), 49, 50, Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1006. 

Sementara dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-

Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Peradilan Agama 

disebut Peradilan Khusus, karena joi hak (subjek) serta objek 

perkaranya ttt, dan menurut Pasal 1 butir (1) serta Pasal 49 

Undang-Undang No. 7/1989 bahwa pihak-pihak adalah antara 

orang-orang Islam (Personalitas Islam). Sedangkan objek 

perkaranya sesuai Pasal 49 Undang-Undang alo 7 Tahun 1989 

yang isinya diubah dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 

Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan 

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

ASAS -ASAS HUKUM 
ACARA PERADILAN 

AGAMA 
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A. Pengertian Gugatan dan Permohonan 

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat 

pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat 

tuntunan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa 

dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu 

pembuktian kebenaran suatu hak. 

Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. 

Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke 

muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan 

hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat 

II, penggugat III, dan seterusnya. Lawan dari penggugat 

disebut tergugat. Dalam hal tergugat pun bisa ada 

kemungkinan lebih dari satu orang/badan, sehingga ada istilah 

tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Gabungan 

penggugat atau gabungan tergugat disebut dengan kumulasi 

subjektif. Dan idealnya dalam perkara di pengadilan ada 

penggugat dan tergugat. Inilah peradilan yang sesungguhnya 

(jurisdictio contentiosa). Dan produk hukum dari gugatan adalah 

putusan pengadilan. 

Permohonan ialah suatu surat permohonan yang di 

dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang 

berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung 

sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat 

dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. 

Dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. 

Produk hukumnya disebut dengan istbat (penetapan), karena 

GUGATAN DAN 
PERMOHONAN 
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A. Pendaftaran Perkara 

Gugatan atau permohonan, agar dapat diperiksa oleh 

hakim, harus memenuhi proses Pendaftaran sebagai berikut:   

1. Gugatan atau permohonan harus dibuat secara tertulis 

(Pasal 118 Ayat (1) HIR 142 Ayat (1) RBg.) kemudian 

disahkan dengan cap jempol (bagi yang tidak dapat 

menulis) atau ditandatangani sendiri oleh pihak 

materiilnya (pihak penggugat/pemohon asli) apabila ia 

mengajukan sendiri. Apabila gugatan atau permohonan 

diajukan oleh kuasa sahnya, maka gugatan atau 

permohonan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa sahnya 

dengan disertai melampirkan surat kuasa istimewa (kuasa 

khusus). Surat gugatan atau permohonan ditandatangani 

atau cap jempol tanpa materai. 

2. Surat gugatan atau permohonan digandakan sejumlah 

pihak dalam perkara, misalnya penggugatnya seorang 

sedangkan tergugatnya sebanyak tiga orang, maka surat 

gugatan dibuat empat rangkap/eksemplar, minimal satu 

eksemplar asli dan selebihnya bisa salinan asli atau 

photocopy. Kemudian didaftarkan di kepaniteraan 

pengadilan agama. 

3. Pendaftaran perkara harus disertai dengan membayar 

biaya pendaftaran perkara, yang wajib membayar biaya 

perkara adalah pihak yang mengajukan gugatan atau 

permohonan, sedangkan pihak lawannya tidak ada 

kewajiban membayar biaya perkara. Apabila biaya 

perkara belum dibayar, maka gugatan atau permohonan 

PROSES PERKARA 
DI PENGADILAN 
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A. Pengertian Pembuktian  

Membuktikan dalam arti Yuridis yaitu memberi dasar 

dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan (Sudikno Mertokusumo, 1988: 104 ). 

Selanjutnya menurut Suyling membuktikan secara 

yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada Hakim, tetapi 

juga terjadinya suatu peristiwa,yang tidak tergantung pada 

Tindakan para pihak seperti pada persangkaan-persangkaan 

dan tidak tergantung pada keyakinan Hakim seperti pada 

pengakuan dan sumpah (Sudikno Mertokusumo, 1988: 104) 

Secara etimologi pembuktian dalam istilah  Arab disebut 

Al- Bayyinah  yang artinya satu yang menjelaskan. Secara 

terminology pembuktian berarti memberikan keterangan 

dengan dalil yang meyakinkan (Mardani, 2010: 106 ) 

Sementara Supomo berpendapat bahwa  pembuktian itu  

mempunyai arti  luas dan terbatas dalam arti luas memperkuat 

kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, 

sedangkan  dalam arti terbatas pembuktian itu hanya 

diperlukan apabila yang dikemukakan penggugat itu dibantah 

oleh tergugat. 

 

B. Asas Pembuktian 

Asas pembuktian, dalam Hukum acara perdata dijumpai 

dalam pasal 1865 Burgerlijke wetboek, Pasal 163 Het Herziene 

Inlandsche Reglement, Pasal 283 Recht Reglement Buitenge-westen, 

PEMBUKTIAN DALAM 
HUKUM ACARA 

PERADILAN AGAMA 
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Pasal-pasal yang membahas tentang keputusan Peradilan 

Agama yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 57, 60, 

61, 62, 63 dan Pasal 64 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama  jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 . 

A. Bentuk Keputusan Peradilan Agama 

Terkait dengan bentuk keputusan Pengadilan Agama  

dapat merujuk pada ketentuan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59 ayat 

(2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64. Dan 

penjelasan Pasal 60  menegaskan bahwa  produk keputusan 

yang dapat dijatuhkan Peradilan Agama terdiri atas 

´Penetapanµ dan ´3XWXVDQ ´� 

 

B. Penetapan 

Dalam penjelasan pasal 60  ditegaskan bahwa Penetapan 

DGDODK� NHSXWXVDQ� 3HQJDGLODQ� DWDV� SHUNDUD� ´SHUPRKRQDQµ. 

Keputusan penetapan terkait dengan sifat atau corak gugatan 

Gugat permohonan disederajatkan ekuivalensinya 

dengan keputusan penetapan. Dengan kata lain undang-

undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugat 

permohonan adalah penetapan yang sering disebut  beschikking 

dalam arti luas. 

Gugat permohonan adalah gugat yang bersifat Volunter 

dengan ciri dan berbagai asas yang melekat padanya. Ciri yang 

melekat  pada gugat volunter  atau gugat permohonan 

sebagaimana yang dimaksud pasal Undang-Undang No.7 

tahun 1989  setelah diubah dengan Undang-Undang No. 3 

KEPUTUSAN 
PERADILAN AGAMA 
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A. Pengertian Upaya Hukum 

Pengertian upaya hukum menurut Yuslim (2015: 166)  

adalah  Instrumen hukum alat atau sarana hukum untuk 

memperbaiki kekeliruan pada putusan Pengadilan. 

Selanjutnya Mardani memberikan pengertian upaya 

hukum yaitu: usaha  seseorang terhadap  putusan Pengadilan 

yang ia merasa dirugikan hak atau kepentingannya untuk 

memperoleh  keadilan melalui peradilan yang lebih tinggi. 

(Mardani, 2010: 128) 

Retno Wulan Sutantio memberikan pengertian upaya 

hukum adalah : upaya yang diberikan kepada seseorang untuk 

dalam suatu hal tertentu melawan putusan Hakim (1998: 112). 

Lain halnya R.Wirjono  dalam memberikan definisi 

tentang upaya hukum sebagai berikut: upaya hukum adalah 

alat atau sarana untuk memperbaiki adanya kekeliruan pada 

putusan Pengadilan (2008: 202) 

Menurut Sudikno Mertokusumo upaya hukum adalah 

upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan 

dalam suatu putusan (1988: 186) 

 

B. Upaya Hukum biasa  

Upaya hukum biasa  adalah perlawanan terhadap 

putusan verstek, banding dan kasasi sedangkan upaya hukum 

luar biasa adalah perlawanan  pihak ketiga dan Request-sipil. 

Upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Yang 

dimaksud pihak ketiga ialah orang yang semula bukan pihak 

UPAYA HUKUM 
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A. Pengertian Eksekusi 

Pada Asasnya  putusan Hakim yang sudah mempunyai  

kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. 

Pengecualiannya ada yaitu  apabila suatu putusan dijatuhkan 

dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu sesuai 

dengan Pasal 180 HIR. Dan tidak semua putusan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap  harus dijalankan.  

Hanyalah putusan  yang bersifat condemnatoir 

Secara etimologi  eksekusi  berasal dari bahasa Belanda 

yang berarti menjalankan putusan Hakim atau Pelaksanaan 

putusan (tenuitvoerlegging van von nissen). Secara terminologi  

eksekusi ialah: Melaksanakan Putusan (Vonis) Pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan  hukum pasti. Hanya Putusan 

Hakim yang bersifat condemnatoir saja karena sudah 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat di eksekusi. 

Sedangkan putusan hakim yang bersifat declaratoir dan 

constitutief tidak memerlukan eksekusi  dalam 

menjalankannya. 

Pengadilan dalam mengeksekusi harus memperhatikan 

asas-asas pelaksanaan putusan, yaitu sebagai berikut: 

1. Putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, kecuali putusan provisional, putusan perdamaian 

eksekusi eksekusi grose akta dan pelaksanaan putusan 

voerbaar bij vooraad. 

2. Putusan yang telah mempunyai memperoleh kekuatan 

hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya 

PELAKSANAAN 
PUTUSAN HAKIM 

(EKSEKUSI) 
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